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| TENTANG
 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN

- PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi

pejabat / aparatur harus didukung oleh sarana antara lain
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b. _bahwa- untuk = kelancaran = tugas - pejabat/aparatur

B sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, diperlukan
-'.__tambahan Kendaraan Dinas Operasional di llngkungan -

Pemenntah Daerah Kabupaten Boalemo melalul proses

i sewa; _ _ _
& ‘¢ bahwa berdasarka._n pertimbangan s.ebagaimana' dimaksud
' _ dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

: Bupati Boalemo tentang Kendaraan Dinas Operasioﬁal Sewa

I ngkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boa}emo
Tahun Anggaran 2019; '
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m“mMengm\jt;—i‘“Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi. dan

L\ ) Nepotlsme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_

i o E _ Endonesm Nomor 3851);




&

. Undang-Undang © Nomor 50 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupafen Boalemo “(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

Lembaran Negara Repulik Indof_lesia Nomor 3899),

sebagaimana telah c_iiubah dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2000 tentang Perubéhan Atas Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten
Boalemo {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Norhor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3965);
. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pe.mbentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tarribahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4060);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan‘

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 4286); ' |

5. UndarigéUhdang - Nomor 1 Tahun 2004 tentahg

Perbe’ndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355});

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelo]aan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia’

Nomor 4400);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4438),

.'-Undang Undang Nomor 12~ Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang—Unda_ngan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nornor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor
5234);
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan' Lembaran Negara-
. _Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah d1ubah_.-

beberapa kali terakhlr dengan Undang Unda_ng Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—
~ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indorre31a_ o
N Nomor S679);
- 10.

- _Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk._

.Peraturan Pernerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang'_

- Indonema Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun _2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

=Indoneswt ’I‘ahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran'

' Negara Repubhk Indonesia Nomor 1565]

12,
" Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lem_baran Negara L
Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun. 20 14~ tentang

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),

13.
_Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang'. B

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan o

o Pembentukan Peraturan Perundang undangan

T 14,

Peraturan Pres1den Nomor 16 Tahun- 2018 t'ehtang"'

B Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berlta Negara Republik

15

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

.'Pe__r_atufan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006

tentang Standarisasi Sarana | dan Prasarana Kerja .

- 'Pemermtahan Daerah, sebagalmana telah d1ubah dengan-. :

"-Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 11 Tahun 2007

" tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisaéi Sarana dan

Prasarana Kerja Pemerinatah Daerah;




. 16.

Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 . -

tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan - Daerah

'__sebagalmana télah diubah bebefapa kali terakhir denga_n_':

R * Peraturan -_Mentéri -Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam |

Negeri Nomor 13 Tahtin 2006 Tehtang Pedoman Péngeiolaah

. Keuangan Daerah (Berlta Negara Republik Indones1a Tahun
- 2011 Nomor 310);

17.

18,

19.

'_ t'entang. Pedoman Penyusunén Anggatan Pendapatan daﬁf o

_Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015
_tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara -
-Repubhk Indonesia Tahun 2013 Nomor 2036 );

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor -19 Tahun 2016

'tentang.Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; -

Peraturan. Menteri Dalam Negeri N(_)_rrior 38 ’_I‘ah‘dn 2018

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berlta Negara s
" Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825); o
20,

Pe_raturan Daerah Kabupaten Bqalemo Nomor_ 2 Tahun 2011

:tentéhg' _' Pokbk—Pokok Pengelolaan K'eu"ang'an_ Daerah .

- (Lembaran Daerah Kablipaten Bdalemo Tahun 2011 Nomor

2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor
' 171)

21,

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah.

';.Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan'

22,
o Angaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalerno Ta_hun_

- 23 Peraturan Bupatl Boalemo Nomor 64 Tahun 2018 tentang

B Tahun 2017 Nomor 739).

Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 292)
Pf_:raturar_l Daerah Kabupaten Boalerno _No_mor.S__Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
2018 Nomor 3);

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be]anja Daerah

“Tahun Angaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo




_' MEMUTUSKAN

Menetapkan : KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN
ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daiam-P’ei‘étufan Bupati ini yang dimaksud dengan : _

1. .Pemerinf.:ahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Peme_riht_ah Daerah dar_i DPRD menurut asas otonomi dan tugas. = '
_perﬁbéntuan dengan .prir;sip otoniomi seluas-luasnya dalam'-si'stem dan
prinsip - Negara Kesatuaﬁ" Republik Indonesia sebagaimané dimaksud |
.dalém'Undang—Undar'lg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, |

2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

- _penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. ‘Kepala Daerah yang selanjutnya disebut adalah pemegang. kekuasaaan.
pengelclaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas
pembinaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah
pejabat yang diberi wewénang untuk menentukan kebijakan pengelolaan
Barang Milik Daerah dan melakukan pembinaan atau pelaksanaan
Pengeldlaan Barang Daerah.

5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang
dipergunakan hanya untuk kepentmgan dinas terdiri atas kendaraan
perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas Jabatan
dan kendaraan dinas khusus /lapangan,

6. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan
KDO-S adalah kendaraan sewa szang dipergunakan untuk menunjéng '
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Dacrah, tidak

~ termasuk. kendaraan seperti, bus, pemadam kebakarar_l, kendaraan
dberasiénél bak terbuka, mobil patroli dan sejenisnya. | | o

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dan

Pengguna Barang

o




8 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang
_ selan_]utnya ‘disebut DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja set1ap OPD yang digunakan sebagai dasar

"-pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran

| BABII
'ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

_ | . Pasal 2

Asas p.en.ggﬁnéén' KDO-S meliputi :

a'; hemat, berarti penggunaan kendaraan dinas operasonal tepat sasaran dan
tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan OPD; '

b.. efektlf berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat'
memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan,; _

é. : efisien,  berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-
hematnya untuk mencapai sasaran yvang ditetapkan dan dapat
dipertanggungjawabkan; |

d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubﬁngan

| kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adﬂ dan
berdasarkan pada kebUtuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

’I‘u_]uan KDO S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fung31 |

dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam kontrak

kinerja OPD.

BAB 111

KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN
| Bagian Kesatu
Kebutuhan

Pasal 4

' -..(1) Pada_ awal tahun anggaran, Pengguna Barang mengajukan usulan
kébutuhan sesuai dengan beban tugas yang akan dﬂaksanakairi‘ dalam

~ tahun bérjalan kepada pengelola Barang. _
(2} Usulan kebutuhan scbagalmana yang dimaksud pada ayat (1) dlevalua31

oleh Pengelola Barang




L ~Pasal 5 _

: ('1). B.e'rdasarkan ~ hasil : evaluasi kebutuhan - déngan' memperhatikan'- |
keterbatasan Kendaraan Dinas Operasxonal dan untuk menmgkatkan
kelancaran tugas fungsmya pada OPD dapat dlberlkan KDO -3, -
_.(2) KDO S sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dlbenkan setelah mendapat

persetujuan Kepala Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Daerah

Bagi_an Kedua -

| Pem'anfaat'én .
Pasal 6 _

' (1) KDO S dlrnanfaatkan sepenuhnya untuk menun_]ang keglatan. OPD

-~ (2) KDO S pada masing- masmg OFD dapat dlpm_]amkan untuk keglatan yang'
dllaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo. _ _

3) Pemuta51an KDO-S tidak d1perbolehkan darl satu OPD ke OPD leun selama

" masa kontrak o | o | |

(4) Pengelola barang sewaktu-waktu dapat menarlk seluruh atau sebaglan

- KDO- S apablla dlbutuhkan :

BAB IV
~ TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN
Pasal 7
(1) Pembenan KDO S sebagaxmana dimaksud pada Pasal 5 dllaksanakan o
apablla telah tersedla anggaran dalam DPA OPD Tahun 2019. |
.(2].'. KDO S d1sewa dari plhak ketlga yang berbadan hukum dan pengadaannya |
berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang tata o
- cara pengadaan barang dan j jasa Instansi Pemerintah. | ' |
(3)'_KDO -S yang akan dzsewa dldasarkan pada manfaat kegunaannya ya1tu_--. |
yang bersifat Multi Purpose Vehicle (MPV) dengan kapa31tas penumpang 7 S

_ (tujuh] orang

B Pasal 8 | |

| -.(1.) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang pembelian Tah'u'h 2014 - _
2018 yang dibuktikan dengan STNK (surat tanda nornor kendaraan). |

. )] Apabﬂa terdapat pembehan kenderaan Tahun 2019, maka standar sewa__'
'pembayaran kenderaan dlsetarakan dengan pembelian Tahun 2018

(3) Kendaraan yang disewa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah__-'_

' kendar_aan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor DM (B_BN i).

, .
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'Pasal 9 -

| (1) Masa sewa KDO-S untuk Jangka waktu pahng lama :

- Enam bulan pertama 1 Januari 2019 s.d 30 Juni 2019

- Enam bulan Kedua 1 Juli 2019 s/d 31 Desember 2019 _
(2) Masa sewa KDO- S sebagalmana dlmaksud ayat (1) dlmulal seJak tanggal
- .dokumen kontrak dr tandatangam (dlatas tanggal penayangan fneialul _

mekamsme E- Purchasmg]

(3 ‘Nilai sewa KDO mengacu pada standard E- Katalog

“) Kapas1tas mesm dari kenderaan ‘yang disewa sebagalmana di maksud pada

-'pasal 8 ayat (1) adalah sebaga1 berikut :
~ -.EselonII maksimal 2000 cc
- Eselon IIl maksimal 1600 cc
(5 ) Kapasitas mesin dari kenderaan yang disewa untuk Ketua Tim Pengerak PKK
dan Wakil Ketua T1m Penggerak PKK d1setarakan dengan Eselon I - |
(6) N11a1 sewa KDO S sebaga1rnc—ma dimaksud pada ayat (3) cara pembayaran- _
-dxlakukan bertahap sebanyak 2 (dua) kali, rnasmg masmg 50% dari nilai B
' kontrak pada awal kontrak dan seleb1hnya dlbayarkan pada pertengahan -

- masa kontrak

- Pasal 10
KDO S yang - dlSCW& termasuk fasﬂltas asuransi all risk (semua resﬂ(o),'
pemehharaan umum dan perawatan suku cadang- d1tanggung oleh plhak yang.

menyewakan

Pasal 11
1) Untuk keperluan pemehharaan umum dan perawatan secara berkala,'

KDO—-S yang dlsewa dlserahkan kepada plhak yang menyewa.kan

(2) Pada waktu pemehharaan umum, perawatan secara berkala dan

kerusakan, plhak yang menyewakan wa_] jib menyedlakan KDO S Penggantl

Pasal 12

,(1) Persyaratan tambahan lam dapat dicantumkan dalam perjanjlan sewa

. rnenyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7,
“Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. ' ' '

| (2) Bukt1 buktl yang d11amp1rkan dalam perjanjian sewa :

a. foto copy Bukt1 Pemilik: Kenda.raan Bermotor (BPKB),
: b foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) |




c. foto ¢0py Notice Pajak;
d. foto __(':opy'Asuransi;
Pasal 13
(1) Untuk kebutuhan operasmnal setiap KDO-S diberikan BBM sesuai denga.n'-- :
standar satuan harga '
(2) Untuk mengopera31kan KDO-S dapat menggunakan PNS / tenaga harlan' '
lepas yang ada di 11ngkungan OPD. '

BAB YV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN.
R . Pasal 14 _
(1) "Pimpin.an OPD bertanggungjawab terhadap Pengendalian dan Pehgawaéan '_
penggunaan KDO-S. | o . .
(2) Pengguna = KDO-S bertanggung]awab kepada leplnan OPD atas
operasionalisasi KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat’ N
pernjrataah oleh pengguna KDO-S. " |
(3) Untuk Pengendahan Pengawasan dan Tertlb penggunaannya, setiap:

KDO S diberikan 1dent1tas berupa stiker KDO- S.

| BAB VI
KETENTUAN SANKSI
" Pasal 15 - _
(1) Pelan'ggarah terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), -
dan Pasél 14 ayat (2) maka akan dikenakan sanksi. | |
(2) SankSi.Sébagaimana d'imaks:ud pada ayat (1) ferdi_r_i dari :
. a. teguran-lisan oleh pengendali |
b teg;iran' tertulis oleh pengendali
c. peﬁarikari. kendaraan sewa oleh pengendali: _
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hé.s_il

pemeriksaan.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
_ Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-Agar setiap brang mengetahuinya, memerintahkan per;gundangaﬁ Peraturén'.-

'Bupéti_- Boalemo ini dengan penempatannya dalam Berita Daera_h Ka_bupaten'

- Boalemo. -

Ditetapkan di Tilamuta

ada tang —aunudri 2019
%UPATI o

Diundangkan di Tilamuta

- pada tanggal 4 J
SEKERTARIS DAE EN BOALEMO;

~ HUSAIN A. BTANGO
(BERITA DAERAH KAF

PATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR . 34b




